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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa karena berkat Rahmat, Taufik, dan hidayahnya sehingga 

kami dapat menyelesaikan penyusunan buku putih pemerintahan 

Indonesia. Buku putih itu sendiri diartikan sebagai buku yang 

memuat pemerintahan yang murni sebagaimana tercantum dalam 

konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak sedikit 

uraian buku ini terkandung pemerintahan yang muatannya idal 

dan cita-cita, bahkan bagi Sebagian orang sulit untuk dilaksanakan. 

 

Sejak tahun 2013, sesungguhnya secara prinsip konsep buku 

putih ini sudah selesai. Namun penerbitannya tertunda karena 

dipandang perlu dilakukan pengendapan dan menambah beberapa 

materi tulisan sembari lebih memahami dinamika pemerintahan 

yang berkembang. Ternyata proses pengendapan menjadi lebih 

lama hingga mencapai sembilan tahun. 

 

 Kami sangat bersyukur karena setelah sembilan tahun, buku 

putih ini akhirnya bisa diterbitkan karena beberapa alasan, pertama 

MIPI merasa berkepentingan untuk menerbitkan buku ini, karena 

pemikiran-pemikiran para ahli pemerintahan perlu diketahui dan 

disebarluarkan ke masytarakat. Bahwa ada yang pro dan kontra 

terhadap pemikiran dan pendapat tersebut, kami pandang hal yang 

biasa dalam konteks ilmiah. Kedua,  selama ini dirasakan sulit 

menemukan referensi terkait pemerintahan Indonesia. Kelangkaan 

referensi itu cukup lama dikeluhkan oleh ilmuan, praktisi dan 

pemerhati pemerintahan. Memahami kondisi tersebut, MIPI hadir 

mengisi sedikit ruang bahan bacaan terkait pemerintahan 

Indonesia.  

 

Untuk itu kami mengucapkan kepada dua ketua umum MIPI 

yang telah merintis lahirnya buku ini kemudian 

mengembangkannya. Kedua sosok penting tersebut ialah Bapak 

Fauzi Bowo  dan  Bapak Ridho Ficardo beserta segenap pengurus 

MIPI diperiode beliau-beliau yang luar biasa. Pada kesempatan 
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yang baik ini kami berterima kasih kepada Ketua Dewan Penasehat, 

Bapak Muh. Ryaas Rasyid yang tidak pernah bosan memotivasi 

pengurus, penulis dan penyunting sehingga buku ini betul-betul 

bisa diterbitkan.   

 

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada para penulis, antara lain Siti zuhro, Eko, 

Prasodjo, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, Irfan Ridwan 

Maksum, Muchlis Hamdi, Sadu Wasistiono, Aries Djaenuri, Ahmad 

Erani Yustika, Ichsanudin Noorsy, Muhadam Labolo, Nurliah 

Nurdin, Evi Fitriani, Edy Prasetyono, Bambang Hartadi Nugroho, 

Anthon Raharusun, Haryatmoko, A. Prasetyantoko Achmad 

Charris Zubair, dan Joko Siswanto.  

 

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-

teman pengurus MIPI yang membentuk suatu tim dan menjadi 

editor buku ini. Mereka antara lain Ika Sartika, Megandaru Widhi 

Kawuryan, Cyntia Febri Sri Indarti, Almaarif, Mutia Rahmah, Nur 

Saribulan, Hardianto Rahman, Ramadia Arifah, dan Vicky Amalia 

Putri Aztari yang telah bersedia turut berperan serta dalam 

penyelesaian buku ini.     

 

Akhirnya Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada 

penerbit yang bekerjasama dengan Masyarakat Ilmu Pemerintahan 

Indonesia yang berkenan mencetak buah pikiran para ilmuan 

pemerintahan sehingga buku ini sampai ditangan para pembaca 

yang budiman. Kami yakin bahwa pemikiran-pemikiran tersebut 

tidak sepenuhnya sama dengan pemahaman para pembaca. Hal ini 

dimungkinkan karena tulisan-tulisan pada buku ini disusun 

berdasarkan pada suatu pemahaman, konteks dan masa sehingga 

terdapat kesenjangan dalam rentang waktu yang cukup lama. 

Meski demikian, kami percaya bahwa tulisan-tulisan tersebut tidak 

lepas dari cita-cita ideal pemerintahan Indonesia yang akan selalu 

hidup dalam praktek dan pengembangan Ilmu Pemerintahan. 

Akhirnya kepada para ilmuan. Praktisi dan pemerhati ilmu 
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pemerintahan, buku putih pemerintahan Indonesia ini kami 

persembahkan.   
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Ketua Umum 

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Sejarah pemerintahan Indonesia diwarnai oleh lika-liku yang 

membuat negeri ini kurang lancar dalam membangun tata kelola 

pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik memerlukan 

birokrasi yang baik pula. Warisan pemerintahan kolonial Belanda 

memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap praktik birokrasi 

di Indonesia. Secara umum, nilai-nilai patrimonialisme, patronase 

dan feudalisme relatif merasuki sistem birokrasi sehingga hal ini 

acapkali membuat birokrasi tampak konservatif, sarat dengan 

pendekatan kekuasaan (power culture), kurang transparan, dan tidak 

akuntabel.  

Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1965) merupakan proses 

membangun landasan bagi tegaknya pemerintahan RI pasca 

kemerdekaan. Hal ini dilakukan dengan membangun filosofi yang 

didasarkan atas nilai-nilai khas karakter Indonesia dan perjuangan 

bangsa Indonesia sebagai fondasi yang kokoh. Semangat juang, 

nilai-nilai kepahlawanan dan revolusioner yang dimiliki oleh 

pemimpin bangsa waktu itu mampu menggelorakan semangat 

rakyat Indonesia dan membuat mereka bangga Indonesia menjadi 

negara merdeka. Di masa itu, nuansa politik sangat dominan yang 

ditandai dengan sistem multi partai, kegaduhan politik, kabinet 

yang silih berganti, konflik antara pusat dan daerah yang 

ditunjukkan dengan pembentukan negara-negara bagian . Selain 

itu, di masa ini terjadi beberapa konflik dan pemberontakan yang 

bernuansa separatis. Pemberontakan tersebut muncul sebagai 

bentuk kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat yang 

dianggap mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat setempat. 

Kondisi ini menjadikan kinerja pemerintahan kurang efektif 

sehingga membuat ditetapkannya demokrasi terpimpin.  

Berbeda dengan pemerintahan era Orde Lama, pemerintahan 

era Orde Baru (1965-1998) kurang memberikan peluang kepada 

tumbuh kembangnya partai politik. Bahkan partai-partai yang telah 

ada dan menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 1971 

mengalami fusi (menjadi tiga partai saja) dan puncaknya adalah 
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Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan 

Oleh : Muchlis Hamdi 

 
 

Pemerintahan merupakan gejala kehidupan manusia yang 

terjadi dalam suasana ketika orang per orang bersepakat untuk 

hidup bersama dalam suatu negara. Dengan berpemerintahan 

setiap orang akan menjadi warganegara yang memiliki hak dan 

kewajiban yang diberikan oleh negara. Peranan sebagai 

warganegara menjadi harapan bagi setiap orang untuk 

memunculkan kemanfaatan maksimal dalam upaya mewujudkan 

hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di sisi lain, negara 

melalui proses pemerintahan memainkan peranan untuk mengelola 

kekuasaan pemerintahan dengan tujuan utama memenuhi harapan 

warganegara untuk hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu 

tersebut. 

Pengelolaan kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh 

negara dapat berlangsung dengan banyak pilihan. Berbagai pilihan 

tersebut berkaitan dengan penyatuan atau pemisahan kekuasaan 

pemerintahan, penentuan bentuk negara, serta penentuan bentuk 

pemerintahan dan sistem pemerintahan. 

 

A. Pemisahan Kekuasaan Dalam Pemerintahan 

Sejarah kehidupan manusia banyak dipenuhi oleh 

peristiwa yang menunjukkan pengelolaan kekuasaan 

pemerintahan yang sewenang-wenang oleh para penguasa. 

Kisah Firaun di Mesir dan kisah Lodewijk XIV di Perancis 

merupakan dua kisah yang menggambarkan kesewenang-

wenangan penguasa tersebut. Sejarah juga mencatat bahwa 

kesewenang-wenangan penguasa selalu berujung pada 

penderitaan rakyat. Catatan tersebut telah mendorong lahirnya 

pemikiran tentang bagaimana pengelolaan kekuasaan 

pemerintahan negara sebaiknya dilakukan. 
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Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidentil 

Oleh : Jimly Asshiddiqie 

 
 

A. Pendahuluan 

Banyak sekali keluhan yang biasa kita dengar dan kita 

baca di pelbagai media mengenai sistem pemerintahan kita 

dewasa ini. Sebagian mempersoalkan sistemnya, dan sebagian 

lagi mempersoalkan kinerja orang yang menyelenggaraan 

sistem itu dalam praktik. Jika persoalannya terletak pada sistem, 

maka jalan keluarnya tiada lain tentu harus dengan melakukan 

perbaikan sistem norma aturannya dan penataan fungsi-fungsi 

kelembagaannya. Namun, jika persoalannya terletak pada 

kinerja orang dalam proses penyelenggaraannya, maka 

solusinya tentu terletak pada kualitas orang per orang 

penyelenggara kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan 

yang sedang dipraktikkan dewasa ini. 

Ada dua cara pandang yang dapat kita pakai untuk 

menilai peranan kedua factor orang dan sistem itu dalam 

praktik. Pertama, dalam aliran determinisme, sistem dipandang 

merupakan factor yang menentukan kualitas orang yang 

diperlukan untuk dicapainya tujuan bersama dalam organisasi. 

Karena itu, manakalah sistemnya baik, maka orang yang 

terdapat di dalamnya akan menjadi baik pula dengan 

sendirinya. Tetapi, menurut cara pandang kedua, sistem itu 

hanyalah produk dari orang, karena itu sistem tidak dapat 

diharapkan menjadi baik kalau tidak ada orang yang dapat 

menggerakkan sistem itu berfungsi dengan baik. Jika orangnya 

baik, sistem yang buruk sekalipun akan berubah menjadi baik 

karenanya. 

Namun, dalam kenyataan praktik, dapat terjadi bahwa 

kedua cara pandang itu sama-sama benar atau pun sebaliknya 

sama-sama salah. Dalam organisasi yang kecil, factor orang jauh 
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Negara dan Pemerintahan 

Oleh : Ramlan Surbakti 

 
 

Apakah Palestina sudah merupakan suatu negara? Apakah 

Somalia masih dapat dikategorikan sebagai suatu negara? Untuk 

menjawab pertanyaan ini perlu lebih dahulu diketahui apa itu 

negara. Negara merupakan salah satu asosiasi politik, dan asosiasi 

politik merupakan salah satu asosiasi manusia. Partai Politik, 

Daerah Otonom merupakan sejumlah contoh asosiasi politik. 

Keluarga, komunitas agama, dan perusahaan merupakan contoh 

asosiasi manusia. Apa yang membedakan negara sebagai asosiasi 

politik dengan partai politik?  

Sekurang-kurangnya terdapat lima unsur yang harus 

terpenuhi oleh suatu asosiasi politik untuk dapat dikategorikan 

sebagai negara (Madison, 2008). Pertama,  penduduk sebagai suatu 

komunitas politik yang sepakat mendirikan suatu negara. 

Penduduk ini mungkin berasal dari suatu kelompok etnik atau 

kelompok agama tertentu sehingga memiliki akar yang sama 

menjadi suatu komunitas politik. Akan tetapi tidak setiap 

komunitas politik atas dasar kesamaan suku bangsa atau agama 

melahirkan suatu negara. Karena itu komunitas politik itu dapat 

pula berupa penduduk yang berasal dari berbagai kelompok etnik, 

agama, ras, dan pelapisan sosial lain yang berbeda tetapi sepakat 

hidup menjadi suatu bangsa karena berbagai faktor pengalaman 

yang sama. Setiap negara mengalami proses pembentukan bangsa 

yang berbeda yang pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga 

model: model Eropah yang dapat disebut sebagai satu etnik 

membentuk suatu negara (ethnic state); model Arab atau Amerika 

Latin, yaitu satu suku bangsa dan satu agama (Arab dan Islam 

dengan perkecualian di Libanon yang sebagian beragama Kristen) 

mendirikan banyak negara Arab atau Bahasa Sepanyol (kecuali 

Bahasa Protugis di Brazil) dan beragama Katolik mendirikan 
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Bentuk Negara: Unitarianisme vs. Federalisme 

Oleh : Purwo Santoso 

 
 

A. Pendahuluan: Mencari Jalan Keluar Dari Polemik Perenial  

Dalam kebanyakan pembahasan textbook dua bentuk 

negara \DQJ� VDQJDW� SRSXOHU�� \DNQL� ¶NHVDWXDQ·� GDQ� ¶IHGHUDO·�

diperlakukan sebagai pilihan, dan oleh karenanya tata-negara 

ataupun tata pemerintahan adalah persoalan pemberlakukan 

isi/pesan dalam textbook tersebut.  Realita dan praktek 

pemerintahan didektekan oleh isi textbook, bukan didektekan 

oleh keperluan menemukan tatanan  yg optimal/ideal. Idealita 

itu sudah diselesaikan oleh textbook, dan para praktisi tinggallah 

mempraktekkan ajaran.  

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengabaikan isi 

textbook, namun mencoba mengkaitkan pesan yang dikandung 

dalam textbook dengan keperluan praktis mencari bentuk 

pemerintahan yang menjawab kebutuhan riil, dalam hal ini 

kebutuhan Indonesia. Ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak 

mungkin membicarakan negara tanpa membicarakan 

masyarakat yang menjadi warga dari negara yang bersangkutan, 

apalagi ketika kita menyadari bahwa pembahasan tentang 

negara dilakukan dalam kerangka pemahaman negara-bangsa. 

Dalam perspektif ini, konteks dan keseksamaan dalam melihat 

konteks serta pengaruhnya terhadap fenomena negara yang 

diamati menjadi krusial. 

Menyadari arti penting konteks dalam mempelajari dan 

memahami arti penting konteks dalam cara orang memahami 

dan membuat pilihan akan sebuah bentuk negara, tulisan ini 

mencoba melihat bagaimana faktor ini dipahami dalam kajian 

pemerintahan tentang bentuk negara. Topik tentang bentuk 

negara ini penting untuk dibahas menginat dalam konteks 

Indonesia, bentuk negara adalah topik perdebatan yang masih 
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Pemerintahan Daerah 

Oleh : Sadu Wasistiono 

 
 

A. Penataan Daerah Otonom   

Desentralisasi di Indonesia memiliki sejarah yang cukup 

panjang, berliku-liku serta penuh dengan intrik politik. 

Perjalanannya dimulai dari decentralisatie wet tahun 1903 sampai 

ke UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang saat ini sudah diganti dengan UU baru (UU Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pergerakan 

perubahannya  seperti sebuah pendulum, yakni dari satu kutub 

ke kutub yang lain, dari model yang sangat sentralistik dalam 

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah dengan segala konsekuensinya (mencakup 

antara lain: sumber-sumber keuangan, kepegawaian, 

tanggungjawab dan lain sebagainya) bergerak menuju kutub 

desentralisasi. Apabila keputusan politik di tingkat nasional 

memilih salah satu kutub, selalu ada upaya politik untuk 

menggerakkan pendulum ke kutub yang lainnya.  

Secara teoretis, politik desentralisasi pada negara 

berbentuk unitaris dapat dibedakan menjadi empat macam 

yakni antara desentralisasi yang terbatas, desentralisasi setengah 

hati, desentralisasi berkeseimbangan dinamis,  sampai pada 

desentralisasi yang seluas-luasnya.  Dalam perjalanan sejarah 

desentralisasi yang panjang tersebut, Indonesia telah 

menjalankan semuanya. 

Pada masa Hindia Belanda, terhadap wilayah-wilayah 

kekuasaan Belanda telah diberikan desentralisasi terbatas yang 

diatur melalui desentralisatiewet. Kemudian pada masa UU 

Nomor 5 Tahun 1974 diberikan desentralisasi setengah hati, 

sedangkan menurut UU tentang pemerintahan daerah lainnya, 
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Oleh : Irfan Ridwan Maksum 

 
 

Semula definisi desentralisasi dapat dibedakan menurut 

pakar yang mengkaji, antara pakar-pakar eropa kontinental dan 

pakar-pakar Inggris Amerika  (Hoessein, 1993). Desentralisasi 

dalam pengertian pakar eropa kontinental sama dengan yang 

diungkap oleh ahl-ahli Indonesia di atas, menyangkut penyerahan 

wewenang politik dan administrasi. 

Pakar Inggris Amerika, memasukan definisi desentralisasi 

bukan hanya penyerahan wewenang tetapi didalam konsep 

tersebut dapat bermakna devolusi, dekonsentrasi, privatisasi dan 

delegasi. Devolusi dalam pengertian tersebut, sama dengan 

desentralisasi menurut pakar eropa kontinental. Sebagaimana yang 

dituliskan oleh Hoessin  sebagai berikut  (Muluk, 2006): 

Devolution dalam khazanah Inggris tersebut merupakan 

padanan kata political decentralization dalam pustaka Amerika 

Serikat dan staatskundige decentralisatie dalam pustaka 

Belanda. Sementara deconcentration dalam khazanah Inggris 

merupakan padanan dari administrative decentralization dalam 

pustaka Amerika Serikat dan ambtelyke atau administrative 

decentralisatie dalam khazanah Belanda. Dari perspektif 

pemerintahan Indonesia, devolution merupakan padanan dari 

desentralisasi, dan deconcentration merupakan padanan dari 

dekonsentrasi, dan delegation adalah padanan dari 

desentralisasi fungsional.  
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Hubungan Kewenangan antara Pemerintah pusat dengan 

daerah asalnya dari penyerahan kewenangan dari pemerintah 

Pusat kepada daerah berkenaan dengan pengelolaan urusan 

pemerinthan tertentu. Dilihat dari sudut pengertian konsepnya 

terdapat hal-hal yang mendasar yang perlu memperoleh penjelasan 

agar pemahaman terhadap kewenangan itu lebih lengkap dan 

komprehensif utamanya berkenaan dengan pengertian 

kewenangan, prinsip-prinsip penyerahan kewenangan dan 

pembagian kewenangaan antara pemerintah dan pemerintah 

daerah 

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi beberapa 

kali perubahan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 

tentang pemerintahan daerah sejalan dengan perubahan kondisi 

ketatanegaraan Indonesia pada saat itu. Perubahan ini telah 

mempengaruhi hubungan kewenangan antara pemerintah dan 

pemerintah daerah, mengingat kebijakan hubungan kewenangan 

dimaksud tercantum dalam substansi peraturan perundangan yang 

mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Setelah 

Indonesia merdeka  pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 

Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berkenaan 

dengan pemerintahan di daerah diatur dalam pasal 18, berdaar 

pasal ini dikeluarkanlah Undang-Undang tentang pemerintahan 

daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang 

Kedudukan Komite Nasional Daerah dan Undang-Undang Nomor 

22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan daerah; kemudian 

terjadi perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1949 yaitu 

dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 masih tetap berlaku 
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A. Pendahuluan 

Sejak merdeka Indonesia bersepakat memilih sistem 

pemerintahan yang demokratis. Kesepakatan tersebut tertuang 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ideologi 

negara Indonesia. Tetapi, harus diakui bahwa penerapannya 

tidak mudah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa sistem 

pemerintahan demokratis yang dicoba dibangun dalam era 

demokrasi parlementer atau demokrasi liberal tahun 1950-an 

gagal. Selama puluhan tahun sistem pemerintahan Indonesia 

terperangkap dalam sistem yang otoriter.  

Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru 1998 

Indonesia kembali memasuki babak baru yang berusaha untuk 

membangun sistem demokrasi. Walaupun tak mulus, harus 

diakui bahwa ada banyak perubahan yang terjadi terkait dengan 

pelaksanaan demokrasi tersebut, baik di tataran nasional 

maupun lokal. Salah satunya adalah menyangkut pembenahan 

birokrasi di kedua tataran tersebut.  

Idealnya demokratisasi dan debirokratisasi2 berjalan 

secara simultan dan saling melengkapi. Perubahan sistem politik 

dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya bisa 

menunjukkan perbaikan dan perubahan yang signifikan 

 

2  Secara sederhana debirokratisasi adalah penghapusan atau 
pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. 
Debirokratisasi merupakan upaya untuk menyederhanakan dan 
merampingkan birokrasi publik agar disfungsi birokrasi dapat 
GLNXUDQJL�´Debureaucratization or decrease in bureaucratism is the process of 
removing the monopoly of a few bureaucrat-politicians in the government. This 
is done by making room for the participation of citizen organizations in the 
country governance (https://id.wiktionary.org/wiki/; 
http://wiki.answers.com/) 
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A. Pendahuluan 

Pemerintahan saat ini dihadapkan pada perubahan dunia 

yang bersifat eksponensial ganda (double exponential). Perubahan 

ini telah memporakporandakan kemampuan pemerintahan 

untuk mengejar dan merespon tingkat harapan juga kebutuhan 

masyarakat yang sangat cepat. George Vielmetter and Yvone Sell 

dalam bukunya Leadership 2030 (2014) menyampaikan 6 

megatrends 2030 yang akan mengubah wajah pemerintahan 

secara dramatis dan radikal.  Pertama, Globalisasi 2.0 yaitu 

bergeraknya pusat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dari 

timur ke barat. China dan India akan mengambil peran 

kepemimimpinan tersebut. Kedua, krisis energi and kerusakan 

lingkungan yang massif yang menyebabkan terjadinya potensi 

perang di berbagai belahan dunia untuk memperebutkan 

sumber daya energi. Ketiga, perubahan demografi 

kependudukan menuju kepada populasi yang menua (aging 

society). Keempat perkembangan massif teknologi informasi dan 

komunikasi telah melahirkan era digital, era dimana masyarakat 

selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah (people 

always on). Kelima, konvergensi atau bersatunya perkembangan 

berbagai teknologi baru seperti nano, bio, robotic dan IT akan 

menyebabkan sebuah era baru yang akan merombak tatanan 

struktural, kultural dan sosial masyarakat serta bangsa secara 

global. Dan keenam, menguatnya gejala individualisme dan 

pluralisme yang lahir dari masyarakat dengan penghasilan yang 

lebih tinggi (higher income society dari generasi 

milenial)(Vielmetter & Sell, 2014).  
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Kehidupan birokrasi pemerintah sejak awal sudah tidak bisa 

dihindari keterlibatnnya dengan partai politik. Di Indonesia 

kehidupan partai politik dikenal semenjak adanya Maklumat X 

Wakil Presiden  tahun 1945. Banyak partai politik yang dibentuk 

oleh rakyat berdasarkan maklumat ini. Sebelumnya ketika 

Pemerintah Proklamasi dibentuk, susunan kabinetnya sama sekali 

tidak ditempati oleh orang-orang partai. Saat itu belum terbentuk 

partai politik. Kabinetnya disebut kabinet presidensiel yang 

dipimpin oleh Presiden. Kabinet ini berusia dari tanggal 19 Agustus 

1945 sampai dengan 14 November 1945. Kabinet ini berusia sangat 

singkat. Struktur dan sistem pemerintahannyapun belum tertata 

dengan baik dan efektif. Karena selain ada maklumat Wakil 

Presiden tersebut juga karena desakan dari tokoh nasional yang 

vokal Sutan Syahrir untuk membentuk kabinet parlementer. Inilah 

sebenarnya penyimpangan pertama dari UUD 45, karena undang-

undang dasar ini menetapkan mengikuti pemerintahan 

persedensiel akan tetapi kenyataannya di arahkan berdasarkan 

maklumat itu ke sistem parlementer. Mulai saat itu kabinet kedua 

dan seterusnya dijabat oleh orang-orang partai politik dan 

bertanggungjawab kepada parlemen  Semenjak itu pula sistem 

birokrasi pemrintahan dipimpn oleh partai politik. Akan tetapi 

pada pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet parlementer yang 

dipimpin oleh Amir Syarifuddin II (Partai Sosialis) jatuh, dan 

diganti oleh Kabinet Presidensil I yang dipimpin oleh Wakil 

Presiden Hatta terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948 dan berakhir 

pada tanggal 4 Agustus 1949. Dalam Kabinet Presidensial ini semua 

kementerian dipimpin oleh orang-orang partai politik. 
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Mendekatkan Spirit Konstitusi dalam Pengaturan 

Pemerintahan Daerah  
Oleh : Muhadam Labolo 

 

 

A. Pendahuluan 

Pengaturan pemerintahan daerah pasca amandemen 

konstitusi (UUD 1945) tampak lebih luas dan jelas. Keluasan itu 

terlihat dari berkembangnya Pasal 18 menjadi 7 ayat, pasal 18A 

dan pasal 18B masing-masing tersusun dari 2 ayat. Sebelum 

amandemen, pasal 18 berdiri tunggal yang mengatur pembagian 

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, 

dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan 

dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul 

dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Rumusan 

sederhana itu menjadi pijakan dalam membentuk susunan dan 

sistem pemerintahan di daerah, serta afirmasi bagi sejumlah 

daerah khusus. Pasca amandemen, perubahan pasal 18 

mengatur tentang susunan pemerintahan, asas penyelenggaraan 

pemerintahan, pemilu legislatif, mekanisme pemilihan kepala 

daerah, prinsip otonomi, serta susunan dan tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pasal 18A 

memperjelas hubungan terkait wewenang, keuangan, pelayanan 

dan pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan 

daerah. Sedangkan pasal 18B merupakan rekognisi negara 

terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, 

serta satuan masyarakat hukum adat yang masih eksis dan 

lestari di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

  



 

380 

DAFTAR PUSTAKA 

 

De Tocqueville, A. (2005). Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat. 

Jogjakarta: Obor Indonesia. 

Djohan, D. (2015). Bahan paparan Dirjen Otda Kemendagri Tentang isu-

isu strategis Pemilu. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. 

Hobbes, T. (1651). Leviathan. London: Andrew Crooke. 

Koswara. (2000). Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah. 

Jurnal Bisnis dan Birokrasi. 

Manan, B. ( 2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: 

Pusat Studi UII. 

MiftahThoha. (2016). Hubungan Pusat dan daerah dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal MIPI, hal 1 Vol 1, Jakarta. 

Muchlis Hamdi & Koswara. (1995). Kajian Asas-Asas Pemerintahan 

Daerah. Jakarta: IIP. 

Mutallib dan Akbar Ali Khan. (1983). Theory of Local Government. 

India: Tosius Inc/Advent Books Division. 

Rasyid, R. (2004). Resentralisasi Otonomi Daerah. Jakarta: Yarsif 

Watampone 

Stoddart, J. M. (1995). Encyclopedia Americana.  

Sudarsono. (2021). pangti Penanganan Pandem. Jakarta: DetikNews. 

Supriyatna, T. (1996). Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah. 

Jakarta: Bumi Aksara 

 

 

  



381 

Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi 

Pemerintahan: Membangun Demokrasi yang 

Mensejahterakan 
Oleh : Nurliah Nurdin 

 
 

A. Pendahuluan 

Pembukaan UUD 1945 yang disepakati tidak diubah pada 

empat kali amandemen konstitusi telah secara jelas menuliskan 

amanah founding fathers bahwa kemerdekan diraih sebagai pintu 

gerbang untuk membangun Indonesia menjadi negara 

kesejahteraan modern (modern welfare state). Bunyi tersebut 

DGDODK�� ´««� PHPEHQWXN� VXDWX� 3HPHULQWDKDQ Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. . . untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

VRVLDO«�µ�� 7DKDSDQ� NHPHUGHNDDQ� Nita tersebut dipertahankan 

dalam model pemerintahan demokrasi yang untuk memilih 

pemimpin yang amanah bagi rakyat mulai dari pemilihan 

Presiden sampai kepala daerah. Keputusan untuk melakukan 

pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentakpun menjadi pilihan 

untuk mempercepat kesejahteraan tersebut dengan prinsip 

efisiensi dan efektivitas pemilihan para pemimpin negeri. 

Kita telah melewati tahapan Pilkada Serentak 

2019 (Rahadian, 2018), berdasarkan data Bawaslu terdapat  816 

permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 yang 

terjadi di seluruh tingkatan di Indonesia (Bawaslujombangkab, 

2019). Kita sama menyaksikan besarnya peranan partai politik 

dalam menentukan pemimpin daerah dan pemimpin negeri ini. 

Pemimpin yang dihasilkan dari Pilkada dan Pilpres inilah yang 

diharapkan bisa mempercepat kesejahteraan rakyat 

sebagaimana harapan Reformasi tahun 1998 yang melahirkan 
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Negara Sebagai Sistem Hukum Inkonsistensi 

Undang-Undang dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan  
Oleh : Anthon Raharusun 

 
 

A. Pendahuluan 

Sebagai negara hukum (rule of law/rechtstaat) merupakan 

salah satu isu yang penting dalam perbincangan global di 

hampir setiap negara di seluruh dunia saat ini. Sebagaimana 

terlihat dalam pertemuan para pemimpin dan kepala negara 

dunia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

yang berkomitmen mempromosikan negara hukum dalam 

Declaration of Hight-Level Meeting of The General Assembly on The 

Rule of Law at The National and International Level pada September 

2012 di New York (Indonesia Legal Rountable, 2014). 

Merujuk World Justice Project, sebuah proyek nirlaba 

global yang bertujuan mengukur dan membandingkan tingkat 

ketaatan suatu negara terhadap prinsip-prinsip negara hukum 

di dunia, negara hukum menjadi penting karena menyediakan 

kesempatan dan kesetaraan bagi semua komunitas guna 

menawarkan pertumbuhan ekonomi (economy growth) yang 

berkelanjutan, pemerintahan yang akuntabel, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia (Indonesia Legal 

Rountable, 2014). Lebih lanjut, dikatan oleh World Justice Project 

bahwa apabila negara hukum berjalan dengan efektif dan 

(konsisten:kursif oleh penulis), maka dapat membantu mengurangi 

korupsi, mengembangkan kesehatan publik, meningkatkan 

pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan melindungi 

masyarakat dari bahaya dan ketidakadilan baik dalam skala 

besar maupun skala kecil, (termasuk konsisten terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan: kursif oleh penulis) 
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Demokrasi dan Etika Publik  

Oleh : Haryatmoko 

 
 

A. Pendahuluan 

Mengamati perkembangan demokrasi di Indonesia, 

nampak ada masalah besar yang membelit, yaitu partisipasi 

demokrasi dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang 

belum merata sangat rentan rekayasa. Ternyata mekanisme 

keputusan demokrasi hanya di tangan sekelompok orang 

terbatas, yaitu pimpinan partai politik, pengusaha dan birokrat. 

Dalam banyak kasus, kelompok tersebut beraliansi dengan 

media. Masalah lemahnya partisipasi dan representasi itu tidak 

bisa dilepaskan dari peran partai politik yang terlalu dominan 

dengan dampak korupsi kartel-elite. Wakil rakyat lebih tunduk 

kepada pimpinan partai atau kepentingan mereka sendiri. 

Akuntabilitas hanya untuk memenuhi formalitas. Jadi partai 

politik sebagai instrumen demokrasi justru menjadi bagian 

masalah.  

Lemahnya akuntabilitas dan transparansi menyebabkan 

korupsi merasuki semua bidang kehidupan, dari eselon paling 

atas sampai tingkat paling bawah dalam pelayanan publik, dari 

sektor swasta ke lembaga swadaya masyarakat. Jadi korupsi 

tidak hanya menjangkiti political society, tetapi juga civil society. 

Refleksi kritis atas memburuknya pelayanan publik dan 

integritas publik menjadi keprihatinan utama etika publik. Etika 

publik sangat peduli terhadap modalitas tindakan, tidak 

berhenti pada niat baik. Etika publik diperlukan untuk 

pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Konflik 

kepentingan, korupsi, dan birokrasi yang berbelit menyebabkan 

buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak 

pada kualitas moral seseorang (jujur, adil, fair), namun juga pada 

sistem yang tidak kondusif.  
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Dimensi Etika Politik dan Pemerintahan  

Oleh : Achmad Charris Zubair 

 
 

A. Pendahuluan 

%LQDWDQJ�PHPSXQ\DL�´NHOHELKDQµ�dibandingkan dengan 

makhluk lain. Kelebihan tersebut adalah naluri yang sangat 

didukung oleh kemampuan fisik binatang tersebut dalam 

rangka kelangsungan hidupnya. Organ tubuh seekor rusa 

misalnya telah menyesuaikannya untuk hidup di padang 

rumput, dan organ seekor kera telah mencocokkannya untuk 

hidup di antara pohon-pohon. Meskipun gerak binatang jauh 

lebih tidak terikat dibandingkan tumbuh-tumbuhan, tetapi 

sesungguhnya binatang juga merupakan makhluk yang hidup 

dalam simbiosis kuat dengan alam. Binatang membutuhkan dan 

mengharapkan hal-hal sangat tertentu dari alam, seperti 

lingkungan, makanan, perlindungan, kebersamaan dengan 

jenisnya, dan mencari secara aktif untuk memperolehnya dan 

untuk meloloskan diri dari ancaman atas hidup dan 

kelangsungan kehidupan. Kedudukannya terhadap 

lingkungannya bersifat stabil, terikat, dan tidak bebas, binatang 

tidak pernah memiliki pilihan hidup (Kleden, 1987, p. 142-143). 

Hal ini tentunya membuat binatang akan punah apabila habi-

tatnya rusak. Disatu sisi binatang diciptakDQ�XQWXN�¶VLDS�SDNDL·�

tetapi disisi lain binatang tidak disiapkan untuk memanipulasi 

habitatnya. Karena itu, setiap gerak dan aktivitas binatang 

bersifat alamiah. Oleh karena itu tidak ada baik buruk, benar 

salah dalam gerak ativitas binatang. Binatang tidak menyadari 

perlunya moralitas dan tidak memerlukan moralitas. 

Manusia memang secara prinsipal juga memiliki pengeta-

huan naluriah. Namun, untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, baik secara pribadi maupun secara sosial, manusia 

tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan naluriahnya 
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Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya 

Sistem Peradilan Etika  
Oleh : Jimly Asshiddiqie 

 
 

A. Gambaran Umum tentang Etik 

1. Bidang Kajian Etika 

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ¶Hthics· 

merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan 

tentang perilaku benar dan salah (right and wrong) dan baik 

dan buruk (good and evil), dan bahkan relasi-relasi sosial 

(social relations) dan makna keberagamaan (religious meaning) 

dalam hidup manusia (Graham, 2010). Filsafat etik tidak 

hanya menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperti 

dalam filsafat hukum, tetapi lebih dari itu juga persoalan baik 

dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang 

baik,"the good life", bukan sekedar kehidupan yang selalu 

benar dan tidak pernah salah. Namun dalam praktik, 

keduanya menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok 

persoalan etika, yaitu benar dan salah (right and wrong), serta 

baik dan buruknya (good and bad) perilaku manusia dalam 

kehidupan bersama.  

Namun, dalam perbincangan konkrit sehari-hari, 

kebanyakan orang biasanya lebih mengutamakan soal benar 

DWDX�VDODK�� ¶ULJKW�RU�ZURQJ·�saja (Fieser, n.d.). Karena, benar-

salah ini lebih mudah dan lebih jelas dipandang mata. 

6HGDQJNDQ� VRDO� ¶EDLN-EXUXN·� NXUDQJ� PHQGDSDW� SHUKDWLDQ�

karena ukurannya seringkali bersifat relatif. Dalam soal 

makanan saja pun, orang Islam diajarkan oleh al-Quran agar 

KDQ\D�PDNDQ�´PDNDQDQ�\DQJ�KDODO�ODJL�EDLNµ��WHWDSL�GDODP�

praktik yang dipLNLUNDQ�RUDQJ�KDQ\D�´PDNDQDQ�\DQJ�KDODOµ�

(halalan) saja, dan cenderung abai dengan sifat-sifat 

´PDNDQDQ�\DQJ�EDLNµ��thoyyiban). Padahal, dalam al-Quran, 
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Oleh : Joko Siswanto 

 
 

A. Pengantar 

Banyak pakar menyamakan era globalisasi dengan istilah 

´OLEHUDVDVL� HNRQRPLµ� DWDX� ´SDVDU� EHEDVµ�� ´:HVWHUQLVDVLµ� DWDX�

´$PHULNDQLVDVLµ�� ´SUROLIHUDVL� WHNQRORJL� LQIRUPDVLµ� DWDX�

´UHYROXVL� LQWHUQHWµ�� GDQ� ´LQWHJUDVL� JOREDOµ�� 'L� VDPSLQJ�

globalisasi telah menciptakan integrasi pasar modal dengan 

keuntungan yang dihasilkan dari perluasan perdagangan dunia 

dan bahwa perdagangan bebas dan pasar terbuka memberikan 

prospek terbaik bagi penciptaan lapangan kerja, merangsang 

pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan standart hidup di 

seluruh dunia; namun globalisasi ternyata melahirkan sejumlah 

problema moral yang harus dipikirkan dan dicari 

pemecahannya secara sungguh-sungguh.  

 Dalam beberapa pikiran pokok persoalan moral itu dapat 

dirumuskan. Pertama, apakah era globalisasi menawarkan 

VHEXDK� ´PRUDO� XQLYHUVDOµ� DWDX� VHPDFDP� ´HWLN� JOREDOµ�

sebagaimana pernah diperkenalkan oleh Kung dan Kuschel 

������"� .HPXGLDQ� EDJDLPDQD� NHGXGXNDQ� ´PRUDOLWDV� ORNDOµ�

yang mungkin telah sekian lama dijadikan orientasi dan 

referensi moral bagi para pendukungnya? Apakah etik global 

berupaya menghidupkan sumber daya moral dan spiritual dari 

moralitas lokal? Kalau dalam era globalisasi orang mengatakan: 

´WKLQN� JOREDOO\�� DFW� ORFDOO\µ� bagaimana cara yang dapat 

diusahakan untuk mengkombinasikan berbagai kekayaan 

pemikiran global yang diserap dari segala penjuru dunia dengan 

komitmen untuk melakukan langkah nyata pada arus lokal? 

(Siswanto, 2010). 
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Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM)  

Oleh : Ichsanuddin Noorsy 

 
 

Pada 16 September 2016 saya diundang Kementerian 

Kesehatan membahas konsep Indonesia 2045. Dalam diskusi 

mengenai hal itu, saya membatasi diri pada masalah pendidikan 

dan kesehatan sebagai hajat hidup orang banyak sebagaimana 

diagram di bawah ini. Dalam konsep saya, pendidikan dan 

kesehatan sangat menentukan langkah kehidupan suatu bangsa ke 

depan. Kondisi dua sektor ini memposisikan status sosial ekonomi 

seseorang atau suatu keluarga, bahkan suatu bangsa. 

 

 
 

Dalam model berpikir sistemik struktural itu, saya 

berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak mungkin 

ditakar hanya menurut kekayaan ekonomi semata. Buat apa suatu 

bangsa mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi tapi 

anggota masyarakatnya dihinggapi rasa resah gelisah. Atau antara 

kelompok masyarakat dalam kegaduhan dengan berbagai sebab. 

Apalagi jika melihat struktur penguasaan sumber daya ekonomi, 
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Keberlanjutan Fiskal dan Kesejahteraan Sosial  

Oleh : Prasetyantoko 

 
 

A. Pengantar 

Hampir semua negara di dunia memiliki cita-cita untuk 

menyejahterakan rakyatnya, dengan pendekatan yang berbeda-

beda disesuaikan dengan konteks masing-masing negara. 

Dalam konteks Indonesia, orientasi pada kesejahtaraan rakyat 

sudah dirumuskan oleh founding fathers bangsa ini melalui 

landasan konstitusi, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

yang sering dijadikan rujukan konstitusional bagi penerapan 

negara kesejahteraan di Indonesia. Meskipun sudah tertuang 

dalam landasan utama bangsa, tetapi pelaksanaannya tidak 

selalu selaras, terutama ketika dituangkan dalam kerangka 

regulasi yang lebih rendah, yaitu Peraturan Presiden, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri, ataupun aturan lainnya.  

Dalam tatanan perekonomian yang semakin kompleks, 

upaya mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan memang 

semakin rumit. Kawasan Eropa yang selama ini menjadi role 

model penerapan prinsip negara kesejahteraan kini sedang 

mengalami krisis hebat. Oleh karena itu, banyak wacana 

mengenai kematian negara kesejahteraan (the death of welfare 

state). Kejadian yang sama terjadi ketika tembok Berlin runtuh, 

yang menunjukkan adanya wacana tentang matinya paham 

sosialisme (the death of socialism). Kenyataan ini menjadi 

tantangan penting bagi negara bekembang seperti Indonesia 

yang tengah berupaya merealisasikan sistem negara 

kesejahteraan melalui berbagai tatanan ekonomi-sosial-politik 

tertentu.  

Pengalaman kolapsnya perekonomian di kawasan Eropa 

yang selama ini dikenal berkomitmen kuat menjalankan prinsip 

negara kesejahteraan tentu menjadi bahan penting dalam 
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Kemiskinan dan Gagasan Kesejahteraan 

Oleh : Ahmad Erani Yustika 

 
 

Seperti yang dipahami selama ini, persoalan kemiskinan 

telah sedemikian peliknya untuk diurai dan dipecahkan. Hal ini 

disebabkan adanya multispektrum makna dan penyebab 

kemiskinan, sehingga penyelesaiannya tidak mungkin dituntaskan 

dalam satu kebijakan/program saja. Secara konseptual, perdebatan 

yang muncul selama ini mengambil tempat yang bisa dipetakan 

dalam dua sisi yang kerap bertabrakan, yakni mendudukkan 

kemiskinan dalam aspek ekonomi semata atau memposisikan 

kemiskinan sebagai isu sosial. Jika kemiskinan dianggap sebagai 

soal ekonomi, maka biasanya kemiskinan disederhanakan sebagai 

kekurangan pendapatan (per kapita) atau jumlah kalori yang 

dikonsumsi oleh individu. Sebaliknya, pendekatan sosial 

memandang kemiskinan merupakan keterbatasan individu untuk 

terlibat dalam partisipasi pembangunan, baik akibat 

ketidakcukupan ketrampilan/pendidikan maupun pengucilan 

sosial (social exclusion), sehingga membuat individu tersebut tidak 

mampu memperoleh kesejahteraan.  

 

A. Neoklasik vs Kelembagaan 

Ilmu ekonomi bisa dibagi dalam empat cakupan berikut 

(Miller, 1988, p. 50-51): (i) alokasi sumber daya (resource 

allocation), (ii) tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, 

pendapatan, produksi, dan harga (levels of growth employment, 

income, production, and prices); (iii) distribusi pendapatan (income 

distribution); dan (iv) struktur kekuasaan (the structure of power). 

Pendekatan klasik/neoklasik lebih banyak memakai tiga 

instrumen yang pertama untuk menguliti setiap persoalan 

ekonomi; sebaliknya pendekatan kelembagaan lebih 

menekankan kepada piranti yang terakhir untuk menganalisis 
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Manifestasi dan Relevansi Politik Luar Negeri  

Bebas Aktif  
Oleh : Bambang Hartadi Nugroho 

 
 

A. Pendahuluan 

Doktrin bebas-aktif telah menjadi landasan pemerintah 

dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia sejak 

awal berdirinya Republik hingga saat ini. Doktrin ini dianggap 

sebagai jawaban atas tantangan yang muncul akibat kondisi 

politik internasional saat itu yang diwarnai ketegangan antara 

dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain 

itu, doktrin ini juga merupakan cerminan dari kepentingan dan 

semangat Indonesia sebagai negara yang baru lahir ketika itu 

untuk memperkokoh posisinya di tengah masyarakat 

internasional, turut berperan serta dalam mewujudkan 

perdamaian dunia, serta untuk mewakili suara negara-negara 

Dunia Ketiga yang baru muncul pasca-gelombang dekolonisasi 

usai Perang Dunia Kedua. Semangat itupun diwujudkan melalui 

peran aktif Indonesia di berbagai forum internasional maupun 

regional, sembari berusaha menjalin hubungan yang baik 

dengan kedua negara adidaya ketika itu. 

Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, menarik 

untuk melihat relevansi doktrin bebas-aktif dalam menentukan 

arah kebijakan luar negeri negara ini, khususnya dengan 

hilangnya persaingan antara dua negara adidaya yang menjadi 

salah satu faktor di balik lahirnya doktrin tersebut. Untuk itu, 

bagian ini berusaha memberikan penilaian mengenai relevansi 

doktrin bebas-aktif dalam merespon berbagai perkembangan 

terkini di kancah internasional. Terkait dengan tujuan tersebut, 

bagian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama 

PHQJXODV� VHFDUD� VLQJNDW� PHQJHQDL� NRQVHS� ´EHEDV� DNWLIµ�

sebagaimana dicetuskan oleh para pendiri Republik ini. 
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Oleh : Edy Prasetyono 

 
 

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, politik luar 

negeri Indonesia diarahkan pada tiga isu utama yaitu perlindungan 

kedaulatan, perlindungan warga negara Indonesia, dan diplomasi 

ekonomi yang efektif. Ketiga hal ini memang sangat mendasar. 

Perlindungan kedaulatan mencakup masalah Papua yang langsung 

menyangkut keutuhan NKRI, penjagaan perbatasan, terutama 

perbatasan laut, dan perlindungan aset-aset atau kekayaan di laut. 

Perlindungan warganegara terutama ditujukan untuk melindungi 

para pekerja Indonesia di luar negeri yang sering menghadapi 

berbagai masalah. Sedangkan agenda ketiga yaitu diplomasi 

ekonomi diarahkan untuk memperkuat interaksi ekonomi terutama 

bidang investasi dan perdagangan.  

Ketiga agenda tersebut tidaklah mudah. Pada aspek 

eksternal, Pemerintahan Joko Widodo akan dihadapkan pada 

perkembangan lingkungan strategis yang bergerak cepat baik dari 

isu-isu yang muncul maupun perubahan pola-pola interaksi 

negara-negara di kawasan. Dalam situasi ini Indonesia harus 

mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah 

penting yang dihadapi oleh Indonesia dan mengambil langkah-

langkah strategis untuk menjadi kekuatan regional dalam aspek-

aspek yang menjadi keunggulan Indonesia. Semua ini akan 

bermuara pada kemampuan Indonesia untuk memenuhi 

kepentingan nasional Indonesia dalam lingkungan kawasan yang 

berubah dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk melihat 

perkembangan di kawasan yang menjadi lingkaran konsentrik 

paling dekat Indonesia. Perkembangan-perkembangan kawasan 

akan melahirkan tantangan dan peluang bagi Indonesia yang harus 

dimaksimalkan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. 
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Perbatasan Negara Republik Indonesia  

Oleh : Evi Fitriani 

 
 

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki wilayah 

teritorial yang mencerminkan batas kedaulatan negara ini. Menurut 

Undang-undang dasar 1945 pasal 25, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara 

dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 

dengan undang-undang (UU). Menurut UU no 6 tahun 1996, 

wilayah Indonesia tergambar seperti peta di bawah ini: 

 

 

Gambar 4. Peta Wilayah Negara Republik Indonesia 

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008 

 

Lebih jauh, UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara 

mengindikasikan wilayah Indonesia meliputi  darat, perairan, dasar 

laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Dengan 

demikian Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga 

yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, Papua 

Nugini, India, Palau, Australia dan Vietnam. Perbatasan Indonesia 

dengan kesepuluh negara tersebut dapat dikategorikan ke dalam 
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